
  

WALI KOTA BALIKPAPAN 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang : 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan — Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, 

ts 

2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820), 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah,



Ts 

Menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran 

Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 8), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN  WALI KOTA TENTANG  PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN — PELAKSANAAN — ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2016. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 terdiri atas: 
a. Pendapatan 

  

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 560.365.008.676,29 

2. Dana Perimbangan Rp 1.066.561.649.134,00 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 366.466.247.915,00 

yang Sah 
Jumlah Pendapatan Rp 1.993.392.905.725,29 

b. Belanja 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp 706.693.499.418,53 
b) Belanja Subsidi Rp 800.000.000,00 
c) Belanja Hibah Rp 142.574.661.901,00 
d) Belanja Bantuan Sosial Rp 433.522.400,00 
c) Belanja Bantuan Keuangan Rp 998.806.796,00 

Pada Provinsi/ Kabupaten / Kota 
f) Belanja Tidak Terduga Rp 930.610.100,00 

  

Rp 852.431.100.615,53 
2. Belanja Langsung 

  

a) Belanja Pegawai Rp 255.376.484.043,01 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp 443.648.282.758,79 
c) Belanja Modal Rp 564.259.837.371,54 

Rp 1.263.284.604.173,30 
Jumlah Belanja Rp 2.115.715.704.788,83 
Surplus/ (Defisit) Rp (122.322.799.063,54) 

Cc. Pembiayaan 
1. Penerimaan 

2. Pengeluaran 

  

Rp 227.891.480.572,09 
Rp 3.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 224.891.480.572,09 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 102.568.681.508,55 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. 

t
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Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke 
dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. 

Ditetapkan di Balikpapan 
pada tanggal 27 September 2017 

WALIKOTA BALIKPAPAN, 

ttd 

M. RIZAL EFFENDI 

Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 28 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 

ttd 

SAYID MN FADLI 

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 22 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

“v 
—a 

DAUD PIRADE 
NIP 19610806 199003 1 004 
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